5.1.

BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Manulea, Kecamatan

Sasitamean Kabupaten Malaka dapat disimpulkan bahwa :

1.

Pemerintah Desa Manulea telah melakukan transparasi dengan baik
mengenai ketersediaan informasi pendataan maupun pembagian program
BLT bagi masyarakat Desa Manulea

Penyaluran BLT di Desa Manulea berjalan dengan baik dan transparan yang
dilihat dari adanya ketersediaan informasi yang disampaikan kepada
masyarakat menganai penyaluran BLT

Kejelasan dan kelengkapan informasi penyaluran BLT sudah baik dengan

adanya keterbukaan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyrakat

Pemerintah Desa Manulea sudah terbuka dalam proses penyaluran BLT
yang ditunjukan dengan Pemerintah telah melibatkan masyarakat dalam
berbagai proses mulai dari pendataan sampai dengan penyaluran BLT
Pemerintah Desa melakukan rapat dengan masyarakt sehingga masyarkat
dapat terlibat langsung dan juga informasi-informasi dapat dengan mudah
di peroleh masyarakat melalui papan informasi yang telah di sediakan di
Kantor Desa serta Pemerintah Desa juga melalukan sosialisasi langsung

kepada masyarakat melalui masing-masing Kepala Dusun di Desa Manulea
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5. Pemerintah Desa Manulea sudah melaksanakan pembagian BLT sesuai

5.2.

dengan peraturan yang berlaku yang dibuktikan dengan memberikan
bantuan BLT langsung kepada masyarakat yang memenuhi syarat

Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat diberikan saran

sebagai berikut :

1.

Pemerintah Desa terus meningkatkan transparansi dalam penyaluran BLT
kepada masyarakat dengan membuat papan informasi, dokumen pendukung
maupun berupa Baliho sehingga tidak menimbulkan banyak kecurigaan dari
banyak pihak

Pemerintah desa juga terus untuk meningkatkan transparansi dalam
penyaluran BLT dengan melaporkan dana penyaluran BLT kepada
masyarakat

Pemerintah desa disarankan untuk menyediakan informasi dalam bentuk
website desa sehingga siapa saja bisa mengakses informasi mengenai

keuangan desa dan terutama mengenai penyaluran BLT bagi masyarakat
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